
BUPATI SEMARANG 

PER.-4TV1VlN BVP.-4T! SEM • .t\RANG 
NOMOR 68 T.lliUN 2013 

'TEN1'ANG 

SALINAN 

PERUB~HAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 44 TAHUN 2013 
ITENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH 
. PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

Menimbahg 

Menging~t 
I 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG. 

a. bahwa untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta 
menjaga kernkunan antar umat bei-agron.a di Kabupaten 
Semarang maka clipand.ang perlu memnJau kembali 
Penggunaan Barang Mihk Pemerintah Kabupaten Semarang 
untuk Afun-alun Sidornuiyo; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan perubahan kegiatan 
yang diperbolehkan dalam penggunaan Alun-alun Sidomulyo 
Kabupaten Semarang: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud 
dalam hum{ a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Semarang; 

1. Undang--Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingku_ngan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Non1or 67 Tahun 1958 tentang Perubahan 
Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah 
Swatantro Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Be bas dari 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4247j; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
NofflQl' 47, 'faml)al\an lAmliaran ~•pra Jtopu'bUk lndono•'
Nomor 4286); 



6. Undang-Undarw Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400J; 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daera..11 {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ten tang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4444); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 
3079); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3500); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4594 ) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah . (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609} 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4855); 



C 

16. Peratu.ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Peme~ntahan Daerah 
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemeintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambaha.n Lembara.n 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tent.ang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuanga.n Daerah ; 

20. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 
l); 

22. Peratu.ran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 
2008 tent.ang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 
14, Trunba.han Lembaran Da.erah Kabupaten Semarang 
Nomor 13); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 14); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Ta.ta Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 2}; 

25. Peraturan Daerah Ka bu paten Semarang Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Ta.bun 2012 Nomor 2, Tamba.han 
Lembaran Daerah Kahupaten Semarang Nomor 2); 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 44 TAHUN 2013 
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH 
PEMERlN1'AH Kl\BUPA1'EN SEMARANG. 

Pasal I 

Beberap~ ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2013 
tentang :fata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten 
Semaran!g (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 44) 
diubah s~hingga berbunyi sebagai berikut : 

1. Ketentuan dalam BAB I KE'I'ENTVAN VMUM PasaI 1 diubah sehingga BAB I 
KETENTUAN UMUM Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

I 

Dalatji Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. D~erah adalah Kabupaten Semarang. 
2. Peruerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pe~erintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otqnomi dan tugas pembantuan dengan prinsip . - prinsip otonomi seluas -
lu~snya dalam sistem dan prinsip · Negara Kesatuan Republik Indonesia 
se~agaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pe~erintah Daerah a.dalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai -µnsur 
pe:iiyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Bt~pati Semarang yang selanjutn.ya disebut Bupati adalah Kepala Daerah 
Kal\:>upaten Semarang. 

5. Sa~an Kerja Perangkat Daerah yang · membidangi yang selanjutnya 
di~ingkat SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 
pa~a Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang 
Pe:pgelolaan Aset Daerah. 

6. Batang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
be~an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya 
ya.pg sah. 

7. Pe~ggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa 
pe~gguna dalam mengelola dan menatausahakan . barang milik daerah 
se~uai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja P .. erangkat Daerah yang 
betsangkutan. . . 

8. T~an adalah sebuah areal yang berisikan komponen material keras dan 
lm/1ak yang saling mendukung satu sama, lainnya yang sengaja 
dir1encanakan dan dibuat oieh man1.1sia dalam kegunaannya sebagai tempat 
pehyegar di luar ruangan. ; 

9. Peb:akai atau penyewa adalah perorangan, badan dan organisasi yang 
m~ndapatkan ijin berdasarkan ketentuan yang berlalru. 

2. Ketenituan da1am BAB V PENGGVNAAN Bagian _ Kesatu Subyek Paragraf 2 
Alun-~un Sidomulyo Kabupaten Semarang Pasal 8, diubah sehingga BAB V 
PENQGUNAAN Bagian Kesatu Subyek Paragraf 2 Alun-alun Sidomulyo 
Kabupaten Semarang Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 

Lapa1gan Alun-alun Sidomulyo Kabupaten Semarang hanya dapat digunakan 
untuJf kepentinpn Pemerint&h Daorah, 

! 



3. KeteIIjhlan dalam BAB V PENGGUNAAN Bagian Kedua . Kegiatan Yang 
Diperpolehkan, Paragraf 2 Alun-alun Sidomulyo Kabupaten Semarang Pasal 
18_, diubah sehingga BAB V PENGGUNAAN Bagian Kedua Kegiatan Yang 
Diperl;>olehkan, Paragraf 2 Alun-alun Sidomulyo Kabupaten Semarang Pasal 18 
berbunyi sebagai berikut: 

Kegiatan yang diperbolehkan dalam penggunaan Alun'-alun Sidomulyo 
Kabupaten Semarang adalah sebagai berih."Ut: 
a. upacara kenegaraan; dan 
b. ke~atan lain yang diada.kan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Pas.al H 

Peratura,i Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan. 
i 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. 

Diundan$kan di Ungaran 
pada tan~gal 10 - 09 - .10,.j 

i 

EMARANG 

/-? 
~
~ -: 

l ~ • , • .~ 

Ditetapkan di Ungaran 
ada tanggal 10 -~ - 20 l °? --·-----

BERITA l)AERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 6,8 


